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TINJAUAN  YURIDIS  PERTANGGUNGJAWABAN  KORPORASI  
DALAM  TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG 
 
Abstrak 
Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru 
dalam hukum pidana. Sulitnya membebanan pertanggungjawaban kepada 
korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian menimbulkan masalah yaitu 
kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang dan 
bagaimana pemebebanan pertanggugjawabannya. Untuk mengetahui hal tersebut, 
peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, dengan sumber data sekunder 
melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis hukum dan 
pendekatan kasus dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa UU no 8 Tahun 2010 PPTPUU tidak mengatur secara 
langsung kapan korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga 
penulis perlu menafsirkan dan mengaitkan pasal-pasal perbuatan pencucian uang 
dengan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Pelaku sebagai directing mind 
dengan pembebanan kepada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. 
Pembebanan pertanggungjawaban korporasi tidak ada penjelasannya sehingga 
untuk mengalihkan pembebanan pertanggugnjawaban kepada korporasi dan/atau 
personil pengendali korporasi perlu menggunakan teori pertanggungjawaban 
vikarius (doctrine of vacarious liability) dengan  pendekatan teori pembebanan 
pertanggungjawaban : Delegasi (doctrine of delegation), Identifikasi (doctrine of 
identification) dan Agregasi (doctrine of aggregation), sehingga korporasi bisa 
dipidana / dimintai pertanggungjawaban. 
 
Kata Kunci: pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana pencucian uang, 
doktrin pertanggungjawaban korporasi,  
 
Abstract 
The concept of criminal liability against corporations is a new concept in criminal 
law. The difficulty of imposing responsibility on the corporation in committing 
the crime of laundering creates problems, namely when the corporation is deemed 
to have committed a crime of money laundering and how is the responsibility 
imposed. To find out this, the researcher used the juridical-normative method, 
with secondary data sources through a statutory approach, a legal analytical 
approach and a case approach and a qualitative data analysis method. The results 
of the study show that Law No. 8 of 2010 PPTPUU does not directly regulate 
when a corporation commits the crime of money laundering, so the author needs 
to interpret and link the articles of money laundering with corporations as the 
subject of a crime. The actor acts as the directing mind by imposing on the 
corporation and / or corporate controlling personnel. There is no explanation for 
the imposition of corporate responsibility so that in order to transfer the burden of 
responsibility to the corporation and / or corporate control personnel, it is 
necessary to use the doctrine of vacarious liability theory with the theory of 
responsibility approach: Delegation (doctrine of delegation), Identification 
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(doctrine of identification) and Aggregation (doctrine of aggregation), so that 
corporations can be punished / held accountable. 
 
Keywords: corporate responsibility, money laundering crime, corporate 
responsibility doctrine 
 
1. PENDAHULUAN 
Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi catatan penting 
dalam penegakan hukum di Indonesia. Korporasi memiliki aspek penting yang 
sangat luas dalam seluruh kehidupan masyarakat. Korporasi telah tumbuh dan 
bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, 
kebudayaan, dan sebagianya. Pentingnya peran korporasi terhadap kelangsungan 
hidup manusia juga diimbangi dengan makin berkembangnya tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi. Dibalik pentingnya peran korporasi tidak terlepas dari 
kejahatan-kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat 
merugikan masyarakat itu sendiri seperti halnya; kemiskinan, rusaknya 
lingkungan, pemerosotan moral dan lain sebagainya. 
Korporasi yang menjadi subyek tindak pidana pencucian uang sangatlah 
sukar diberantas bahkan dilihat ditinjau dari penegakan hukumnya, kurangnya 
efektivitas penegakan hukum menjadi faktor utama sulitnya pemberantasan. 
Menurut soerjono soekanto keefektifan penegakan hukum secara umum yakni 
sebagai berikut : 
a. Faktor Hukumnya sendiri; 
b. Faktor Penegak Hukum; 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
d. Faktor masyarakat 
e. Faktor kebudayaan (Taufiq, 2018) 
Berbagai teori atau ajaran hukum pidana yang dipakai untuk dapat 
membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, ajaran-
ajaran tersebut yaitu: 
a. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (doctrine of strict liability); 
b. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (doctrine of vacarious lianility); 
c. Ajaran Pertanggungjawaban Identifikasi (doctrine of identification); 
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d. Ajaran Pertanggungjawaban Delegasi (doctrine of delegation); 
e. Ajaran Pertanggungjawaban Agregasi (doctrine of aggregation) (Taufiq, 
2018). 
Berbagai teori telah digunakan untuk mebebankan pertanggungjawaban 
kepada korporasi termasuk anggota pengendali korporasi agar timbulnya efek 
jera. 
Sulitnya membuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana 
pencucian uang menimbulkan berbagai masalah. Untuk mengatasi masalah 
pencucian uang yang dilakukan korporasi perlu adanya sanksi pidana yang harus 
diterapkan kepada korporasi maupun anggota pengendali korporasi agar 
menimnulkan efek jera. Upaya diluar pidana baik secara perdata maupun sanksi 
administrative dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pencucian uang. 
Sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab baik korporasi 
maupun anggota pengendali korporasi adalah suatu keseharusan yang dilakukan. 
Terjadinya Pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya tindak pidana 
yang dilakukan oleh manusia dan/atau korporasi yang dapat dibebani 
pertanggungjawaban yang merupakan suatu mekanisme yang ada didalam hukum 
pidana atas perbuatan pelanggaran yang sesuai kesepakatan dan telah ditolak oleh 
seksama (Ali, 2015). 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunkana oleh penulis adalah yuridis-normatif yang 
berarti suatu penelitian hukum yang memadukan antara yuridis (dasar hukum) 
dengan normatif (Metode penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif 
internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum) (Diantha, 2017). 
Dimana pendekatan dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji norma-
norma atau kaidah kaidah dalam hukum positif dan penerapannya.  
Dikarenakan tipe penelitian penulis menggunakan yuridis-normatif, maka 
jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan analitis hukum dan pendekatan kasus (Efendi dan Ibrahim, 2018). 
Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk meneliti dan mendiskripsikan 
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aturan-aturan yang pernormaannya yang berkaitan dengan tindak pidana 
pencucian uang yang dilakukan korporasi. Pendekatan analisis dilakukan untuk 
mengetahui makna yang terdapat pada aturan-aturan perundang-undangan secara 
konsepsional, hingga mengetahui penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan 
kasus dilakukan, karena penulis ingin mengetahui penerapan dan pertimbangan 
norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara  
pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder 
adalah data yang berasal dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan 
dan literatur-literatur lainnya, yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dibahas. Data sekunder diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku 
serta hasil penelitian yang berwujud laporan (Amirudin dan Asikin, 2004).  
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. 
Data-data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Metode Analisis data 
secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau 
kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendiskripsikan, 
menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya 
dengan tujuan menarik kesimpulan (Moleong, 1991). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Korporasi Dianggap Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana 
pencucian uang. Pada ajaran monisme dan dualisme memiliki persamaan unsur 
tindak pidana secara luas sebagai berikut : 
a. Unsur pelaku 
b. Unsur bersifat melawan hokum 
c. Kesalahan (pertanggungjawaban) 
d. Pidana 
Terlepas dari ajaran tersebut, untuk merumuskan suatu tindak pidana perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
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a. Subyek tindak pidana 
b. Tingkah laku subyek tindak pidana 
c. Unsur melawan hokum 
d. Unsur kesalahan (pertanggungjawaban) 
Bahwa pada ajaran dualisme, unsur kesalahan (pertanggungjawaban) tidak 
melekat pada unsur tindak pidana, melainkan melekat pada pelaku (subyek tindak 
pidana) 
Pencucian Uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 
2010, adalah : 
“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. 
 
Yang dimaksud dari pasal diatas adalah segala perbuatan yang diatur dalam 
Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Menurut UU no 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, tindak pidana pencucian 
uang diatur dalam BAB II pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. 
Pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, dimana pasal tersebut termasuk delik 
materiil karena perumusan tindak pidananya dilihat dari akibat tindak pidananya 
dan tidak hanya tertuju pada segi perbuatannya. Delik materiil adalah delik yang 
perumusanya dititikberatkan kepada akibat tindak pidanannya atau akibat yang 
dilarang. Delik akan selesai apabila akibat dari tindak pidananyai itu telah terjadi, 
sehingga jika belum terjadi suatu akibat dari tindak pidananya, maka perbuatan 
tersebut tidak dapat dipidanakan (Sudarto, 1990). Dikatakan meteriil karena dalam 
melakukan perbuatannya terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
Harta Kekayaan hasil tindak pidana baik secara aktif maupun pasif. 
Peada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 tidak memerlukan pengaduan atau 
disebut Delik “Biasa” bukan delik aduan karena tidak ada aturan dalam pasal 
tersebut mengenai delik aduan. Delik “biasa” atau delik bukan  aduan adalah 
delik yang penuntuttannya menurut hukum pidana tanpa perlu adannya 
pengaduan. Jadi berdasarkan pasal tersebut, tanpa adanya pengaduan dari pihak 
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yang terkena (gelaedeerde partij), maka penegak hukum sesuai aturan hukum 
pidana berwenang untuk langsung memeriksa subyek tindak pidana pada pasal ini. 
Korporasi Dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang apabila, 
korporasi telah  melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan 
tersebut sesuai dengan aturan  pada Undang-Undang No 8 Tahun 2010. 
Korporasi sebagai subyek tindak pidana (pelaku) pencucian uang, diatur 
dalam Pasal 1 ayat (9) dan (10) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 adalah : 
(9). “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”. 
(10).“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. 
 
 Kriteria atau ukuran korporasi dianggap melakukan tindak pidana 
pencucian uang yaitu, korporasi adalah subyek tindak pidana yang diatur sesuai 
dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No 8 Tahun 2010. 
Pasal 6  
Ayat (1) 
“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan 
terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi”. 
Ayat (2) 
 “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian 
Uang: 
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; 
dan 
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi”. 
 
Pasal ini membuktikan bahwa korporasi termasuk subyek tindak pidana 
(pelaku) pencucian uang. 
Tindak pidana Pencucian Uang oleh korporasi dalam pasal 3, pasal 4 dan 
pasal 5 ayat (1) berdsarkan pasal 6 ayat (2) terdiri unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Subjek : Korporasi dan/atau orang pengendali korporasi 
b. Perbuatan: menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta; 
c. Melawan hukum: memiliki harta kekayaaan hasil dari melakukan tindak 
pidana;  
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3.2 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang  
Adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” memunculkan pemahaman konsep 
pertanggungjawaban yang berdasarkan asas kesalahan (syarat subyektif) atas 
tindak pidana (Syarat obyektif) yang menyebabkan timbulnya pemidanaan 
Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang diatur 
pada UU no 8 Tahun 2010. Pembebanan pertanggungjawaban korporasi menurut 
pasal 6 ayat (1) dapat di bebankan kepada   : 
a. Korporasi itu sendiri 
b. Personil Pengendali Korporasi 
c. Korporasi dan Personil Pengendali Korporasi. 
Dengan penjelasan sebagai kelompok yang terorganisir atau kelompok 
yang terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, memiliki eksistensi pada 
waktu tertentu, yang mempunyai tujuan  melakukan satu atau lebih tindak pidana 
yang diatur dalam undang-undang ini, untuk memperoleh keuntungan financial 
maupun non-financial dengan secara langsung ataupun tidak langsung.  
Pembebannan pertanggungjawaban dengan subyek hukum korporasi 
memiliki syarat dengan ketentuan pasal 6 ayat (2), yaitu : 
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan 
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi”. 
Pembebannan pertanggungjawaban dengan subyek hukum Personil 
Pengendali Korporasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (1). Rumusan tindak pidana 
pencucian uang pada personil pengendali korporasi sesuai dengan aturan pasal 3, 
pasal 4, dan pasal 5. 
Pembebannan pertanggungjawaban dengan subyek hukum korporasi  dan 
Pembebannan pertanggungjawaban dengan subyek hukum Personil Pengendali 
Korporasi tetap rumusannya diatur sendiri-sendiri secara terpisah. 
Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi (pasal 6 (1)) 
diatur sebagaimana  pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, dimana pasal tersebut termasuk 
delik materiil karena perumusan tindak pidananya dilihat dari akibat tindak 
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pidananya dan tidak hanya tertuju pada segi perbuatannya. Termasuk perbuatan 
pidana “Kejahatan” bukan “Pelanggaran”. Penuntutan pada pasal 6 ayat (1) atau 
korproasi tidak memerlukan pengaduan atau disebut Delik “Biasa” bukan delik 
aduan. Perbuatan yang dilarang pada pasal 6 ayat (1) diatur pada pasal 3, pasal 4 
dan pasal 5 yang dimana berdasarkan pasal tersebut, perbuatan yang dilarang atau 
tindak pidananya dilakukan “dengan sengaja” atau “lalai”. 
Pada pasal ini, teori pertanggungjawabannya selaras dengan ajaran vikarius 
(doctrine of vacarious liability) dimana harus membuktikan “kesalahan” atau 
mens rea  pada saat subyek tindak pidana (korporasi) melakukan tindak pidana 
(actus reus) dengan  pendekatan teori pembebanan pertanggungjawaban : 
a. Delegasi (doctrine of delegation) 
b. Identifikasi (doctrine of identification). 
c. Agregasi (doctrine of aggregation).  
3.3 Analisis Kasus PT. First Travel 
First Travel adalah Korporasi yang berbadan hukum berbentuk Perseroan 
Terbatas. Terpenuhinya unsur tindak pidana (Syarat Obyektif) membuat 
Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi dalam hal ini PT First 
Anugerah Karya, jika unsur kesalahan atau tindak pidana (syarat obyektif) tidak 
terpenuhi, maka pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada korporasi. 
First Travel didakwa melakukan tindak pidana penipuan berlanjut yakni tindak 
pidana pencucian uang. 
Bahwa First Travel didakwa pasal 3 UU no 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dan telah memenuhi unsur 
pertanggungjawaban yang berdasarkan asas kesalahan (syarat subyektif) atas 
tindak pidana (Syarat obyektif) yang menyebabkan timbulnya pemidanaan, 
sebagai berikut : 
3.3.1 Setiap Orang; 
Bahwa yang dimaksud Setiap Orang menurut pasal 1 ayat 9 UU no 8 Tahun 2010 
adalah orang perorangan atau korporasi. Pertanggungjawaban dibebankan kepada 
Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pengendali korporasi yang identitasnya 
masing-masing secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan dan sehat maupun 
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jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal–hal yang 
dikemukakan kepada terdakwa, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung 
jawab. Oleh karena itu tidak lah ada :error in persona. Korporasi sendiri tidak 
dibebani pertanggungjawaban karena tidak memenuhi unsur dari pasal 6 ayat (2) 
UU no 8 Tahun 2010. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain 
atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan. 
Harta Kekayaan pada kasus berasal dari tindak pidana penipuan yang telah 
dilakukan oleh terdakwa kepada calon jamaah umroh yang tidak jadi 
diberangkatkan. Bahwa harta kekayaan tersebut dikelola oleh TERDAKWA I dan 
TERDAKWA II untuk kepentingan pribadi dan terdakwa menyadari telah 
menggunakan uang tersebut secara tanpa hak dengan cara “menempatkan” harta 
kekayaan tersebut kepada penyedia jasa keuangan dalam hal ini terdakwa 
menempatkan uang calon Jemaah umrah kedalam bank , “mentransfer” harka 
kekayaan dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnnya baik 
keluar negeri maupun didalam negeri dalam hal ini terdakwa mentrandfer uang 
dari rekening pribadi ke beberapa rekening lain, “mengalihkan” harta kekayaan 
yang berakibat berubahnya hak kepemilikan harta kekayaan tersebut dalam hal ini 
terdakwa mengalihkan uang calon Jemaah umroh ke beberapa rekening komisari 
first travel dan terdakwa, “membelanjakan” harta kekayaan untuk transaksi jual 
beli dalam hal ini harta kekayaan digunakan untuk membayar vendoryang 
berkaitan dengan umroh, ”membayarkan” harta kekayaan kepada pihak lain 
dimana terdakwa membayar tagihan vendor dan gaji karyawan, “Menukarkan 
dengan mata uang atau surat berharga” dimana harta kekayaan diubah menjadi 
surat berharga dalam hal ini perdagangan valuta asing dan pasar modal. Dimana 
perbuatan tersebut bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta 
kekayaan yang berasal dari tindak pidana penipuan dengan cara menipu calon 
jamaah umroh.  
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3.3.2 Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, 
Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan 
Terdakwa sebagai pengendali First Travel mengambil keputusan-keputusan untuk 
kepentingan pribadi. Dimana Terdakwa Menyuruh Komisaris First Travel untuk 
melancarkan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan uang 
calon Jemaah umroh dan terdakwa turut melakukan perbuatan tersebut. 
3.3.3 Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang 
Sebagai perbuatan Berlanjut; 
Bahwa terjadinya tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari tindak pidana 
yang lainnya dimana dalam hal ini tindak pidana penipuan. Terdakwa telah 
terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dari hasil tindak pidana penipuan 
tersebut digunakan terdakwa secara tanpa hak. Penggunaan harta kekayaan 
dengan cara mentransfer, menempatkan, membayar, membelanjakan , 
menukarkan dengan surat berharga adalah suatu perbuatan yang berlanjut untuk 
melakukan tindak pidana pencucian uang agar harta kekayaan hasil penipuan 
tersebut terlihat lehal atau sah. 
Dari penjelasan diatas, unsur tindak pidana (syarat obyektif) ditinjau dari 
“Perbuatan yang memenuhi rumusan perundang-undangan” sudah sesuai antara 
rumusan perundang-undangan dengan perbuatan korporasi, ditinjau dari “Sifat 
melawan hokum” dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa melawan hokum, 
ditinjau dari “Tidak ada alasan pembenar” bahwa perbuatan terdakwa tidak 
memiliki alasan pembenar. Oleh karena itu, unsur tindak pidana (syarat Obyektif) 
sudah terpenuhi dan pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada PT. First 
Anugerah Karya atau First Travel. 
Dari penjelasan diatas, unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas 
kesalahan (Syarat Subyektif) ditinjau dari “Kemampuan bertanggung jawab” 
dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, ditinjau dari “Kesengajaan atau 
Kealpaan” bahwa perbuatan terdakwa terklasifikasi sebagai kesengajaan (Dolus), 
ditinjau dari “Tidak ada alasan pemaaf” bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki 
alasan pemaaf. Oleh karena itu, unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan 
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asas kesalahan (Syarat Subyektif) sudah terpenuhi dan pertanggungjawaban dapat 
dibebankan kepada PT. First Anugerah Karya atau First Travel. 
Pertanggungjawaban pada putusan ini menggunakan teori 
Pertanggungjawaban Identifikasi (doctrine of identification) karena mampu 
mengidentifikasi yang melakukan actus reus adalah personel pengendali 
(directing mind) korporasi. Personel pengendali korporasi atau directing mind of 
the corporation adalah anggota pengurus/ direktur yang memiliki wewenang 
untuk bertindak atas nama korporasi. Ajaran identifikasi dalam pendekatannya, 
menerapkan pertanggungjawaban vikarius atas pengendali korporasi, dimana 
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau kesalahan sekaligus terpenuhinya 
semua unsur-unsur pertanggungjawaban yang berdasarkan asas kesalahan (syarat 
subyektif) atas tindak pidana (Syarat obyektif) yang menyebabkan timbulnya 
pemidanaan. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Undang-undang no 8 Tahun 2010 PPTPUU mengakui korporasi sebagai subyek 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang bisa dipertanggungjawabkan dilihat  dari 
pasal 1 ayat (9), (14) dan pasal 6 ayat (1), (2). 
Pada UU no 8 Tahun 2010 PPTPUU tidak mengatur secara langsung kapan 
korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga penulis perlu 
menafsirkan dan mengaitkan pasal-pasal perbuatan pencucian uang dengan 
korporasi sebagai subyek tindak pidana. Pelaku sebagai directing mind dengan 
pembebanan kepada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi,  
Pembebanan pertanggungjawaban korporasi tidak ada penjelasannya 
sehingga untuk mengalihkan pembebanan pertanggugnjawaban kepada korporasi 
dan/atau personil pengendali korporasi perlu menggunakan teori doktrin 
pertanggungjawaban, sehingga korporasi bisa dipidana / dimintai 
pertanggungjawaban. 
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Dalam kasus yang dibahas, pengadilan belum menerapkan pembebannan 
pertanggngjawban kepada korporasi atau PT.First Travel, hanya sebatas kepada 
personil pengendali korporasi. 
4.2 Saran 
Undang-undang no 8 Tahun 2010 PPTPPU perlu diatur secara tegas kapan 
korporasi dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang. 
Hakim pengadilan pada perkara PT. First Travel perlu melakukan 
penuntutan terhadap korporasi atau PT. First Travel. 
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